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Abstract

Conflict in Mali has made attention since its retun 2012 with the presence of
rebellion and extremist groups in the North of Mdlhe presence of these groups
give threats and cause insecurity in the regionitéthNations as an international
organization has an obligation to build peace thghuits peacekeeping
operations. United Nations through its peacekeempgration in Mali named
MINUSMA has a substantial role to give a hope uptaii in finding a resolution
to encounter the conflict. MINUSMA shall focus ts@e security, stabilization,
and protection of citizens through the implemeptatiof peace agreement.
MINUSMA shall focus to support the national poéticdialogue and
reconciliation through coordination and inclusivéalbgue with the government
and North parties. MINUSMA shall focus to suppbe te-establishment of state
authority throughout the country, the rebuildingtbé Malian security sector, the
promotion and protection of human rights througbtoge the functions of public
facilities, building coordination and military coepation, monitoring and
investigation to Human Rights.
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Pendahuluan

Konflik di Mali memunculkan ketegangan dan mengangcsituasi politik,
keamanan, sosio-ekonomi, dan melanggar sisi kensmmusdan hak asasi
manusia (Security Council, 2013). Situasi tidak anma merupakan akibat dari
munculnya konflik yang kompleks oleh aktor dan kepok yang berbeda-beda.
Dampak dari fenomena munculnya aktor dan kelompeihberontak di Mali
utara menyebabkan melemahnya struktur negara ithadapkan pada sebuah
krisis.

Tiga permasalahan yang saling berkaitan yang nibatkan krisis di Mali

hingga saat ini. Yang pertama, disebabkan oleh sysaratisme oleh kelompok



suku Tuareg di Mali Utara. Kedua, terdapat krisiditix akibat penggulingan
presiden Amadou Toumani Touré oleh Junta Militeetig@, merupakan usaha
oleh kelompok Jihadis Islam untuk menegakkan hulayariah di Mali utara
(Francis, 2013).

Ketegangan ini muncul pada tahun 2012 dengan niyaikelompok
separatis'he National Movement for the Liberation on AzaWd®lLA) dan juga
kemunculan Ansar Dine dengan membawa misi meraihekdekaan di Mali
utara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Azg&wmacis, 2013). Awal mula
pemberontakan ini adalah didasari aksi dari sukardg atas penuntutan janji
pemerintah yang akan mengatasi permasalahan kg&eroh provinsi utara Mali
yang terdiri dari wilayah Timbuktu, Kidal, Gao, d&opti. Kemunculan MNLA
di Mali utara menggeser kedudukan tentara peméridéam menjauhkannya dari
wilayah Mali utara. Keberhasilan MNLA untuk memukuahundur tentara
pemerintah kemudian dimanfaatkan oleh kelompokriekist Jihadis Islam, terdiri
dari Ansar DineAl-Qaida in the Islamic MaghrefAQIM), danthe Mouvement
pour l'unicité et le jihad en Afrique de I'OuefMUJAQO), untuk menegakkan
dengan ketat hukum syariah. Penerapan hukum sywgaiadp diputuskan secara
semena-mena ini kemudian ditentang oleh MNLA datorkpok ekstrimis
lainnya. Situasi konflik yang sangat kompleks iniemmbulkan eskalasi
ketegangan dan menyebabkan timbulnya koalisi yangmimmgungkan.
Fenomena ini menjadi konflik serius antara sukur@gadan pemerintah Mali
yang memicu pada sebuah krisis.

Krisis ini menghasilkan dampak situasi yang semakiencekam dan
membuat masyarakat dihadapkan pada rasa tidak aBkapansi kekuasaan
MNLA dan dibantu dengan kelompok aliansinya mencapidayah selatan.
Kejadian ini kemudian mengundang pihak eksternaukumkut campur dalam
penyelesaian masalah. Pihak esternal tersebuthafalanomic Community of
West African StateECOWAS), African-led International Support Mission in
Mali (AFISMA), United Nations,dan beberapa organisasi lain serta negara-
negara di dunia. Keberadaan AFISMA dan ECOWAS dam&ngurangi

pemberontakan Tuareg dan berhasil mengkondisikalayati Mali utara.



Berbagai macam bahaya seperti terorisme, aksi kelkmekstrimis, dan
kelompok bersenjata yang mungkin terjadi di Maligpaaat itu memiliki harapan
untuk diminimalisir.

Konflik Mali yang muncul kembali pada 17 Januaril2Gnemiliki sejarah
yang panjang. Konflik ini bersumber pada ketidalgauamasyarakat, khususnya
suku Tuareg, terhadap pemerintah Mali (Adeyemi &s®u2014). Konflik yang
terjadi disebabkan oleh tindakan diskriminatif pemtah Mali terhadap wilayah
Mali Utara yang sebagian besar penduduknya adailain Suareg (Gati, 2014).
Situasi konflik diperparah dengan tindakan pemahnyang mengabaikan dan
memarjinalkan wilayah Mali Utara, terutama respemprintah yang dirasa tidak
memerhatikan keadaan wilayah utara meskipun tetajadi bencana alam
(Adeyemi & Musa, 2014). Semenjak Mali berdiri, pasan akses dalam bidang
ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan dipumatéli wilayah Mali Selatan.
Sementara itu di wilayah Mali utara, akses dibidsrgebut kurang mendapatkan
perhatian dari pemerintah. Dengan didorong oletd&aa ini, masyarakat Mali
utara yang sebagian besar penduduknya adalah sidtedl melakukan tindakan
protes. Mereka menganggap bahwa perlakuan dari rpgate Mali tersebut
adalah tindakan diskriminatif.

Dalam proses tindak lanjut pencegahan terjadirskalasi ketegangan,
AFISMA dipertimbangkan untuk ditransformasi guna nehekung penegakan
kembali otoritas negara dan menyetabilkan areasudnya di utara, menjad@he
United Nations Multidimensional Integrated Stalation Mission in Mali
(MINUSMA) (Kumalo, 2014). Akhirnya pada tanggal Z%pril 2013 Dewan
Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2100 dan regmb@ntuk MINUSMA.
Berdasarkan resolusi tersebut pasukan keamangndytemjunkan diberikan hak
untuk mempergunakan kekuatan yang dimiliki demi imgkatkan keamanan,
melindungi masyarakat, membantu penegakan kembalitas negara, dan
menegakkan perlindungan hak asasi manusia di Wi ini memiliki masa
tugas selama satu tahun dan telah diperpanjang palden 2014 dengan
dikeluarkannya resolusi 2164.



Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Organisas Internasional

Organisasi Internasional dipahami sebagai instittmimal dimana
anggotanya terdiri dari negara (Pease, 2010). Beyang terjadi dalam sejarah
perkembangan dunia mendorong terbentuknya berbaggiam organisasi.
Kemunculan organisasi tersebut sebagian besaradidash segi keamanan dan
perdamaian internasional. Oleh karena itu terbéaftuksuatu organisasi
internasional yang mengantar setiap bangsa yangdiatiaia untuk hidup damai
berdampingan.

Seiring perkembangan zaman, meningkatnya permasalaiternasional
menjadi alasan kuat bagi organisasi internasionikudikembangkan. Untuk itu,
peran organisasi internasional semakin pentingsgamakin dibutuhkan. Sebagai
pihak ketiga untuk membantu negara-negara yang atmmg konflik untuk
diselesaikan.

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan olehnisgai internasional
dalam tingkat internasional, negara, maupun indiviflingst, 1999). Pada
pembahasan ini penjelasan diarahkan di dalam tingkernasional, yaitu yang
pertama adalah memberikan kontribusi untuk teroy#asuasana kerjasama
diantara negara / aktor. Keberadaan organisasnbg®mnal menjadi wadah bagi
negara-negara untuk menjalin interaksi sehingga ciptkan kondisi yang
diinginkan.

Kedua, organisasi Internasional berperan untuk ewiaikan informasi
dan pengawasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa satameampu menjalankan
peran tersebut dengan melaksanakan pengawasanedihdaisi yang telah
ditentukan dan informasi yang didapatkannya bdrsif@ansparan kepada
masyarakat dunia. Oleh karena itu, pengawasan diieaima oleh masyarakat
yang berhak dan informasi dapat didapatkan olehyanakat melalui banyak
media.

Ketiga, berdirinya organisasi internasional membaywaran untuk

memberikan bantuan terhadap penyelesaian konfbkflkk Mali merupakan isu



internasional dan fenomena ini menjadi perhatiamiadukhususnya PBB.
Kesungguhan PBB dalam menyelesaikan konflik inbukti dari keputusan-
keputusan yang selama ini telah dibuat.

Keempat, organisasi internasional berperan untukgkeordinasi aktifitas
internasional mengenai permasalahan bersama. Pasgavkonflik Mali yang
kemudian dipercayakan kepada PBB menghasilkan usisgbembentukan
MINUSMA. Misi ini terdiri dari gabungan personel liter negara, polisi, serta
bantuan dari sipil yang lainnya. Di dalam misi berjadi sebuah koordinasi
mengenai permasalahan konflik guna membantu mekaulitperdamaian dan
keamanan.

Kelima, organisasi internasional berperan sebagalygdiabargaining
bagi negara-negara untuk menyelesaikan sebuah ahadal dalam konflik ini
PBB memberikan dukungan kepada organisasi regipada bulan November
2012 untuk melaksanakan kesepakatan intervenstempiang dilancarkan ke

Mali utara.

2. Konsep Peacekeeping Operation

Menurut Johan Galtung, prospsacekeepinglimengerti sebagai upaya
untuk menghentikan atau mengurangi fenomena kekergang terjadi pada
suatu konflik dengan melakukan intervensi militengan menjalankan perannya
sebagai pasukan penjaga perdamaian yang berdifak (lermawan, 2007).

Operasi peacekeepingdilakukan dengan jalan intervensi militer yang
ditempuh dengan jalan damai. Hal ini sesuai dengamgertianpeacekeeping
operationsdari PBB, yaitu

“UN peacekeeping is helping countries torn by ceobfto create lasting

peace... Peacekeepers will refrain from the ustoafe..”(Nations, Civil

Affairs Handbook, 2012)

Berdasarkan pemahaman diatas maka kehadiran opmrasekeeping
PBB dengan tujuan untuk membantu negara-negara gidsngda konflik untuk

menuju situasi damai tanpa menggunakan kekerasan.



M etode Penelitian
Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ipenulis

menggunakan metode yang bersifat literasi atau deetpenelitian yang
didasarkan pada riset kepustakdl#rary research) Riset kepustakaan ini yaitu
teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagaam literatur seperti
buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengamelitian. Selain itu, penulis
juga memperoleh data-data dari media internet selssgana pendukung utama
serta sumber-sumber lain yang relevan dan validg ydapat mendukung

penulisan skripsi ini.

Pembahasan

Sistem operagieacekeepingang dilakukan MINUSMA memiliki prinsip
dasar sesuai dengan persetujuan dari pihak-pih&kitteberdasarkan keadilan,
tidak menggunakan kekerasan kecuali dalam hal hpgven diri dan
mempertahankan mandat yang diberikan, dan mandasekap operasi harus
berdasarkan kebutuhan dan situasi negara (UN, 2015)

Saat ini, mandat MINUSMA telah diperpanjang kemiafigga 30 Juni
2016 dengan pasukan yang disebarkan sebanyak 1pa#&tkan, termasuk 40
militer yang bertugas sebagai pemantau dan mengaeasatan senjata, dan
1440 personil kepolisian (UN, 2015). Dengan didemarkepada mandat yang
diberikan, MINUSMA beroperasi sebagai penjaga pmaan di wilayah titik-
titik konflik di negara Mali.

A. Menjamin Keamanan, Stabilisasi dan Perlindungan M asyar akat Sipil

Dalam hal ini MINUSMA sebagai penjaga perdamaiarMdili menjadi
pihak utama yang mendukung otoritas Mali dengaryaipga sebagai pihak yang
dapat menjamin keamanan, menyetabilkan situasi udmya di utara Mali,
menghalangi ancaman-ancaman dan mengambil langiké&huatuk mencegah
kembalinya kelompok pemberontak dan ekstrimis logase ke wilayah konflik.
Membangun kembali otoritas negara dengan menjareaminan juga berarti

membangun stabilitas negara yang identik dengarudtak militer. Militer



menjadi kekuatan utama dalam membangun dan mengegkda sistem
pertahanan untuk menjamin keamanan, mewujudkanilistabnegara dan
melindungi masyarakat sipil dari ancaman-ancamafliko

Salah satu peran MINUSMA dalam menciptakan perdamgang lebih
panjang adalah sebagai inisiator pembuatan sebeganpan yang mengikat
antara pihak-pihak terkait konflik yang bernamgreement on Peace and
Reconciliation in Mali (UN, 2015). Perjanjian ini telah ditandatanganihole
pemerintah Mali, gerakan politik dan militer dariata Mali yang tergabung
dalamPlatform of Algiersdan tim mediasi internasional pada 15 Mei 2015 dan
disusul dengan tanda-tangan ol€bordination des mouvements de I'Azawad
(CMA) pada tanggal 20 Juni 2015 (AllAfrica, 2015). CMAemapakan sebuah
aliansi kelompok pemberontak yang terdiri dari lvapa kelompok pemberontak
di Mali. Setelah melewati situasi yang sulit, p&ugean damai dan rekonsiliasi
telah ditandatangani dan diimplementasikan. Keputusni dibuat untuk
membantu dalam mendukung usaha mengeluarkan Malikdsis politik dan
keamanan yang telah dialami selama tiga tahun herakaitu semenjak
pemberontakan kembali terjadi di tahun 2012.

Ketegangan di wilayah Gao, Kidal, dan Timbuktu rhatgrjadi dipicu
kembali oleh kelompok-kelompok pendukung pembei@rtasehingga memantik
konflik (UN, 2015). Meskipun sudah ditandatangamrjanjian damai oleh
beberapa pihak terkait, situasi keamanan di M#diptesaja dapat berubah-ubah.
Meskipun di dalam perjanjian damai tersebut teleleghkati tindakan gencatan
senjata, ketegangan antara CMA dan pasukan mnliteilayah Gao, Kidal, dan
Timbuktu dipicu kembali. Kelompok ekstrimis dengaerangan dan ancaman
kriminal muncul untuk melawan sistem pertahananilah pasukan keamanan
MINUSMA dan telah menjalar ke daerah-daerah laijpese wilayah barat dan
selatan Mali sepanjang perbatasan dengan Burkisa, Radte de Ivoire dan
Mauritania.

Sebagai tindak lanjut dari implementasigreement on Peace and
Reconciliation in MaliMINUSMA menginisiai terbentuknysecurity zoneeluas

radius 20 kilometer di wilayah Kidal untuk melindjinrmasyarakat (UN, 2015).



Zona aman tersebut diresmikan oleh MINUSMA demiinaingi masyarakat
sipil khususnya wanita dan anak-anak di Mali daasmgak-dampak buruk
kekerasan konflik.

Untuk menjamin keamanan wanita dan anak-anak darmpdk konflik,
MINUSMA meluncurkan Child Protection Advisorsdan Women Protection
Advisors dan memenuhi kebutuhan para korban-korban termdsakan
kekerasan seksual (UN, 2014€hild Protection Advisorssebagai sebuah
organisasi independen yang memiliki mandat bekamasdengan MINUSMA
untuk melindungi anak-anak salah satunya di Matigd@& melakukan program
seperti kesehatan, nutrisi, edukasi, proteksi, lak anak. Sedangkawomen
Protection Advisorddiluncurkan kedalam migpeacekeepindINUSMA untuk
memperkuat perlindungan terhadap wanita khususrgréingungan terhadap
kekerasan seksual.

Di dalam perjanjian damai yang telah dijelaskantadiasalah satu
programnya adalah gencatan senjata, khususnyalayaki Menaka, Gao dan
Kidal (UN, 2015). Untuk menindaklanjuti kesepakatitam perjanjian ini maka
MINUSMA meningkatkan jumlah pasukan untuk melindungasyarakat sipil
dan memonitor situasi dari jumlah 275 pasukan nuergél pasukan. Selain itu,
MINUSMA juga mengerahkan pasukan kepolisian ke tegiee daerah, seperti 39
personel ke wilayah Menaka, dan mengirim pasukawikeyah utara Timbuktu
(UN, 2015).

Selama kesepakatan gencatan senjata yang telghakise MINUSMA
melakukan monitoring dan pengawasan gencatan aed@igan menyebarkan
secara aktif petugas-petugas keamanan ke bebesiapghdDengan dilakukannya
operasi seperti ini maka situasi di beberapa tbkflik dapat ditolong untuk
menjadi stabil.

MINUSMA melakukan diskusi bersama dengan pemerintat, CMA
dan perwakilan beberapa pihak terkait lainnya umi@mnbahas mengenai situasi
keamanan di dalam dan disekitar wilayah titik kimflDiskusi ini berujung
kepada diselenggarakannya operasi gabungan bemangan MINUSMA ke
wilayah titik konflik di Menaka (UN, 2015).



Dengan tetap menjalani mandat opefasacekeepingpasukan-pasukan
yang disebarkan ditujukan untuk menyetabilkan situdan melindungi
masyarakat sipil dari dampak buruk konflik. Jumlgdsukan yang disebarkan
dengan jumlah yang semakin besar tersebut berfungsik mendukung
implementasi dari perjanjian damai karena dilakukanses monitoring dan
pengamanan.

MINUSMA memutuskan untuk mengerahkan helikopteukmemonitor
situasi di kota Amassine dan Anefis. Kemudian untoémperkuat keamanan
MINUSMA memutuskan untuk membuat zona aman yangpuglradius 20 km
di wilayah Kidal untuk melindungi masyarakat sigiyN, 2015). Tindakan ini
dilakukan MINUSMA untuk memperluas eksistensinydagmi peacekeeper
dengan melakukan patroli yang lebih besar khususinygilayah utara dimana
resiko ancaman terhadap masyarakat lebih tinggi.

MINUSMA mengambil tiga langkah pendekatan untuk intkingi
masyarakat. Pertama dengan melakukan dialog daokasiv politik, seperti
dukungan terhadap proses rekonsiliasi, persetujdamai atau mediasi,
pendekatan kepada pemerintah, dan resolusi terhamdlk. Langkah ini dapat
dilihat dengan terbentuknya perjanjian damai daei Agreement on Peace and
Reconciliation in Maliyang telah ditandatangani oleh pihak-pihak penting

Kedua, MINUSMA melindungi masyarakat dari kekeraBsik, termasuk
pasukan misi yang tidak bersenjata, secara proakeihghalangi potensi
serangan-serangan, dan dukungan logistik. Salah tsatakan tersebut dapat
terlihat atas disebarkannya pasukan-pasukan peralargang dapat melindungi
masyarakat dari kekerasan fisik dan terbentukdlygd Protection Advisorsian
Women Protection Advisorkhusus untuk melindungi wanita dan anak-anak.
Untuk memperlancar misi ini, masyarakat juga hanendukung supaya misi
tersebut berjalan lancar.

Ketiga, MINUSMA mendukung terciptanya sebuah linggan yang aman
dan terlindungi sehingga menciptakan keamanan ydagat melindungi
masyarakat dari kekerasan fisik. Dukungan ini dapitat salah satunya atas

terbentuknya zona aman seluas 20 km untuk melindomgsyarakat dari



ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Pokok utdara misi ini termasuk
memperkuat kapasitas negara untuk melakukan pergah, termasuk dengan
penegakan hukum, pembenahan sektor keamanan, rkkaegaHAM,
perlindungan anak-anak, dan kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut membuktikan bahwa MINWSMebagai
peacekeepememiliki peran yang aktif dalam mendukung proseéitik dan
militer untuk mendeskalasi ketegangan konflik. Dud@an ini menyebabkan
keamanan di Mali lebih terjamin, situasi yang lebthbil dan masyarakat sipil

dapat terlindungi khususnya anak-anak dan perempuan

B. Mendukung Dialog Politik Nasional dan Rekonsiliasi

Dalam misi ini MINUSMA melakukan koordinasi dan gugnelakukan
dukungan terhadap otoritas Mali untuk melaksangkases negosiasi terhadap
seluruh elemen di wilayah Utara (UN, 2014). DukungdINUSMA dalam
pelaksanaan dialog politik nasional dan rekonsilialakukan dengan
mendampingi pertemuan antara pihak konflik dan kuian pendekatan secara
langsung, yaitu dengan ikut mendukung proses petukem perjanjian damai.
Dalam proses pembentukan perjanjian damai, MINUSivEmiliki peran penting
untuk melakukan koordinasi. Selama proses pembentylerjanjian tersebut
MINUSMA melakukan pendekatan dan melaksanakan lkoasd langsung
dengan tim mediasi supaya memperkuat komitmen dencapai persetujuan
dengan perundingan bersama pihak-pihak terkait.

Pemerintah Mali membuat sebuah peta rencana traasig di dalamnya
berisi diantaranya kalender pemilu dan rencanasiagjiodengan pihak utara (La
Documentation Francaise, 2013). Dalam hal ini MINUMSmendukung rencana
transisi untuk memulihkan tatanan konstitusionameprintahan yang demokratis,
dan persatuan nasional di Mali. MINUSMA mendukurempentukan kembali
fungsi-fungsi pemerintahan yang baik, pembangurasilitts, dalam rangka
mengantisipasi, mencegah, mengurangi, dan menyaaskonflik. MINUSMA
membantu proses transisi otoritas Mali dan komanida Mali Utara untuk



melancarkan dialog nasional dan proses rekonsiliagroses negosiasi, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat sipil.

Pemerintah Mali dan gerakan bersenjata di utara Malakukan dialog
inklusif dengan di dampingi MINUSMA (UN, 2014). MIDEMA merupakan
salah satu dari tim mediasi diantara tim mediasi Eeperti Aljazair sebagai
mediator utamaifrican Union,ECOWAS,European Union, the Organization of
Islamic Cooperation, the European UnjoBurkina Faso, Mauritania, Niger dan
Chad.

Berdasarkan konstitusi tahun 1992, negara Malirdslan melakukan
pemilu presiden pada tahun 2012 (Par Gouverner2@h®). Pemilu ini tidak bisa
dilaksanakan dan harus di tunda karena kudeta yhlagukan satu bulan
menjelang pemilu pada tahun 2012 (Look, 2012). igia menunda pelaksanaan
pemilu regional karena masalah keamanan di wilayana (Reuters, 2015).
Pemilu presiden pada akhirnya berlangsung padag#&ng8 Juli 2013 dan
dimenangkan oleh Ibraham Boubacar Keita (Al Jazeet@13). Untuk
memperlancar proses pemilu, MINUSMA menyebarkanuleas peacekeeping
untuk membantu berlangsungnya pemilihan presidé¢sihdin 2013 (Dia, 2013).

Pada tanggal 3 Agustus 2015, pemerintah Mali meagen surat
keputusan untuk melaksanakan pemilu regional yalagséinakan pada tanggal
25 Oktober 2015 (UN, 2015). MINUSMA mendukung untolelaksanakan
pemilu secara keseluruhan, bebas, adil dan tramspaintuk menindak lanjuti
kegiatan pemilu, MINUSMA melakukan koordinasi darjgsama dengan panitia
penyelenggara pemilu Mali dan pihak-pihak terkaituk mendukung persiapan
pelaksanaan pemilu, termasuk membantu upaya nasiamak mengajak
masyarakat berpartisipasi dalam pemilu.

Persiapan pelaksanaan pemilu mengalami penundaanakaidak bisa
dilaksanakan di kota Tenenkou (Wilayah Mopti), Mamnadan Kidal karena
masalah keamanan (UN, 2015). Kendala ini mengunddiigUSMA untuk
memberikan perhatian khusus agar pemilu regionphtdaegera dilaksanakan.
Untuk mengembalikan keamanan di wilayah tersebuNWBMA melakukan

dukungan terhadap pengadilan tinggi di wilayah Maptuk menghadapi kasus-



kasus dan terdakwa yang berkaitan dengan terlakganpemilu. Dukungan
tersebut dilakukan MINUSMA sebagai koordinasi lanmgs sehingga
Kementerian Keadilan dan HAM meresmikan rencanardauntuk mereformasi
proses peradilan dengan didampingi MINUSMA.

Pada bulan Juni 2015, Kementerian Keadilan dan H#kEresmikan
rencana darurat untuk mereformasi proses peraddangan didampingi
MINUSMA (UN, 2015). Di dalam situasi transisi peflad di Mali, MINUSMA
terus mendukung dan mendampingi Mali. Pada tang§aluni, MINUSMA
melaksanakan konferensi selama tiga hari mengeaisii transisi peradilan
yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti daihak pemerintah, perwakilan
dari CMA, militer, pemuka agama, perwakilan maskatasipil, partai politik,
majelis nasional dan peradilan, dan juga 26 alsiomal dan internasional.

Peran MINUSMA dalam keterlibatannya untuk melakuKkesordinasi
antara pemerintah Mali dengan pihak wilayah utadasdukungan terhadap
tegaknya hukum di wilayah titik konflik menjadi kukbahwa MINUSMA
memenuhi misi terlaksananya mandat untuk mendukerigksananya dialog
politik dan rekonsiliasi. Peran MINUSMA dalam hali imenjadi usaha dalam
mengembalikan situasi perpolitikan yang sudah risaka usaha dalam proses

menciptakan kedamaian di Mali.

C.Membantu Pembentukan Kembali Otoritas Negara, Pembentukan
Kembali Sektor Keamanan, dan Promosi Serta Perlindungan HAM

Dalam hal ini MINUSMA berperan sebagai pendukungliMatuk
membentuk kembali otoritas negaranya, khususnya pedraiki situasi dan
kondisi di wilayah utara. MINUSMA mendukung usahasional dan
internasional untuk membangun kembali sektor keamadi Mali dengan
meningkatkan kapasitasnya melalui koordinasi dermyasama nasional dan
internasional. Dukungan tersebut diberikan dengamfokuskan penanganan
terhadap titik-titik rawan konflik serta melindungnasyarakat sipil supaya

mendapatkan haknya.



Situasi yang tidak aman dan kontrol yang besar para kelompok
bersenjata di utara Mali menyebabkan gangguandeméayanan pemerintahan
dan aktifitas pelayanan lainnya (UN, 2014). Lumpuhkegiatan tersebut dapat
berdampak pada terhambatnya pembentukan kembetastoegara. MINUSMA
sebagai mispeacekeepingnembantu untuk mengembailkan fungsionalitas yang
telah terganggu.

Banyak sekali bangunan-bangunan umum yang rusddatakerangan,
khususnya di wilayah Timbuktu. Untuk mengembalikangunan-bangunan yang
rusak dan mengembalikan fungsinya, MINUSMA melakukeordinasi bersama
United Nations Development PrografuNDP) untuk melakukan program
rehabilitasi (UN, 2014). Perbaikan bangunan-bangumaum adalah hal yang
sangat penting karena untuk mendukung pembentu&arb&i otoritas negara.
Tempat-tempat pelayanan umum seperti rumah sag&kolah, kantor-kantor
pemerintahan dapat membantu mengembalikan masyataitek memenuhi
kebutuhan mereka.

MINUSMA melakukan bantuan teknis dan dukungan dbkji kepada
Ministry of Justicenegara Mali dengan mengerahkan bantuan persowilayah
utara serta pengoperasian secara optimal fungansmhsetempat (UN, 2014).
Tangal 8 Desember 2014, untuk memperkuat sektseliat MINUSMA
bergandengan dengan UNDP memberikan konsep rensmategis kepada
Menteri Peradilan Mali untuk membenahi sistem péaddi negara tersebut
(UN, 2014).

MINUSMA melakukan koordinasi untuk membantu pragraasional
untuk memerangi penyebaran obat-obatan terlarangkdghatan transnasional
melalui kepolisian PBB (UN, 2014). Penjualan obbaa&tan terlarang dan
terjadinya kejahatan transnasional semakin marak rdamperkeruh rusaknya
tatanan negara. Faktor ini menjadi penyebab keamdin®lali mencapai tingkat
yang rendah dan mengancam otoritas negara. MINUSB&bagai misi
peacekeepingnembantu mengatasi permasalahan tersebut dengkakulen
koordinasi bersama pasukan kepolisian PBB untuk eatak latihan dengan



mendalami taktik-taktik penanganan kasus dan memgalkan sistem hukum
setempat.

Sesuai dengan permintaan dddnited Nations Security Council,
MINUSMA memperluas eksistensinya di wilayah utaraliMkhususnya di Gao
dan Timbuktu dengan maksud untuk meningkatkanrmiriigan lebih baik lagi
terhadap masyarakat sipil. Lebih dari 80% darif #@NUSMA dan 90% dari
pasukan perdamaian pada tahun 2014 berpusat gewilgara (UN, 2014).

Berdasarkan laporan tiga bulanan dari PBB, tingkataman yang
merugikan masyarakat sipil pada tahun 2015 mengdtemaikan antara bulan
Juni hingga Juli (UN, 2015). UN melaporkan kembmhwa tingkat ancaman
yang merugikan masyarakat menurun pada bulan Ag@§tl5 (UN, 2015). Dari
laporan ini terlihat bahwa implementasi perjanjidamai dengan melakukan
gencatan senjata dan peningkatan keamanan membmawaakl baik terhadap
perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan batekaistensi MINUSMA
sesuai dengan mandat yang diberikan untuk membéetakali sektor keamanan
di Mali.

Untuk membentuk kembali sektor keamanan diperlulgaya khusus dari
pemerintah Mali untuk memperkuat kekuatannya. Umhémperkuat kekuatan
tersebut Mali harus memfokuskan perbaikan pada dtakumiliter. Kehadiran
MINUSMA sebagaipeacekeepeyang membantu dalam membentuk kembali
keamanan di Mali memiliki peran yang sangat pentiM|jNUSMA dapat
melakukan koordinasi dan kerjasama bersama mipmerintah Mali. Misi
MINUSMA untuk membentuk kembali sektor keamanan gden melakukan
koordinasi dan kerjasama dengan militer pemeritti menunjukan bahwa
adanya keinginan untuk melindungi tanpa memandangkitanggung jawab dari
pemerintah Mali, melindungi masyarakat sipil damcaman-ancaman dan
kekerasan fisik, di dalam kapasitas MINUSMA danaapenyebaran pasukan
perdamaian.

Untuk mengembalikan sektor keamanan di Mali, MINUSMlan
angkatan bersenjata Mali melakukan kerjasama demgangembangkan rencana

strategis untuk meningkatkan kapasitas angkatasebgta Mali, khususnya



dengan latihan bersama, dan membangun infrastrukgperluan lain yang
dikiranya perlu (Carvalho & Kumalo, 2014).

Proses pengembalian otoritas Mali dengan mengekalpalisektor
keamanan di negara tersebut tidak terlepas darHais Asasi Manusia. Banyak
sekali muncul korban-korban konflik, kekerasankfi®rhadap wanita dan anak-
anak, pelecehan seksual dan eksploitasi sumber maymsia yang terjadi di
Mali. Demi menegakkan hak yang mereka miliki danlimaengi haknya, misi
MINUSMA tidak terlepas untuk menangani masalah ini.

MINUSMA melakukan monitor dan membantu menginvesigserta
melaporkan keCouncil atas semua perlakuan kejam dan kekerasan teria#tap
asasi manusia atau kekerasan terhadap hukum seld&ukan kontribusi dalam
usahanya untuk mencegah kekerasan dan penyelewengan

Berdasarkan laporan tiga bulanan PBB mengenaissitaebaru di Mali,
dilaporkan bahwa terjadi kasus HAM menganai keleragrhadap wanita dan
anak-anak serta pelecehan seksual (UN, 2014).

Berdasarkan laporan per September hingga Deser@fhdr lah diterima
laporan dari aktivis HAM kepada MINUSMA bahwa teléérjadi kekerasan
seksual terhadap 80 wanita pada usia antara 94an.taMINUSMA juga
mengidentifikasi telah terjadi 32 kasus kekerasgkssal di wilayah Timbuktu.
Sementara itu pada periode ini juga dilaporkarhtedgjadi eksploitasi lima anak-
anak berusia 15-17 tahun untuk bergabung ke da@aomipok pemberontak dan
ekstrimis (UN, 2014).

Terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM dengan jumersebut
ditambah dengan jumlah kasus-kasus sebelumnya dmsudahnya akan
menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap HAIM Mali harus
ditingkatkan. MINUSMA sebagapeacekeeperyang memiliki mandat untuk
menegakkan dan melindungi HAM melakukan usaha dat@mpromosikan dan
melindungi hak asasi manusia serta mendukung pargelpasukan pengamat
HAM di negara Mali .



MINUSMA mengirimkan tim investigasi untuk memonitag terjadinya
pelanggaran HAM di wilayah utara (UN, 2014). Tinvestigasi yang diterjunkan
akan melihat beberapa kasus-kasus pelanggaran HANg yterjadi dan
melaporkan hasilnya. Dari hasil yang ditemukan makBNUSMA dapat
mengevaluasi tindakan-tindakan yang berguna unehegakkan dan melindungi
HAM.

Peranan yang dilakukan MINUSMA tersebut merupakantuk usaha
MINUSMA dalam menjalankan mandatnya untuk membaMali dalam
membentuk kembali otoritas negara, menegakkan Kerkeéamanan di negara
tersebut dan tidak terlepas dari penegakkan ddimgh@ngan Hak Asasi Manusia.
Proses yang dilakukan MINUSMA tersebut harus meatkan dukungan dari
berbagai kalangan supaya tujuan untuk mengentalkain dari krisis segera

tercapai.
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